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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 18B/PL.02.6-Kpt/3315/KPU-Kab/XIl1/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILTHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84

dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Walilkota menjadi Undang-Undang ;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81
ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;



Mengingat :

C.

1.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42});
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5189);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



7.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,



9.

10.

11.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor &8 Tahun
2018 tentang Pemuingutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atan Walikota dan Wakil Walikota)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
142);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Walkdl
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemililhan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1511),

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan



12.

13.

14,

15.

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah
diubah heberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15386);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi
Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemililhan Umum/Komisi Independen  Pemilihan
Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V /2019 tentang Kode
Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di
Linglungan Komisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemillhan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Grobogan Nomor 01/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-
Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati



Memerhatikan;

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 12/PP.01.2-
Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan Atas
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan Nomor 1D/PP.0O1.1-
BA/3315/KPU.Kab/XIl/2019 tanggal 24 Desember 2019
tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUFATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

Menetapkan  Pedoman  Teknis Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Jenis Formulir Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1I
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini,



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd
AGUNG SUTOFO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum
D]
-

¥ VISKEA 4.8



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR  :  18B/PL.02.6-Kpt/3315/KPU-
Kab/XII/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020
merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil
Bupati Grobogan secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia,
jujur dan adil.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan
salah satu tahapan yang krusial dalam penyeclenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020. Untuk mewujudkan
tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU
Kabupaten Grobogan mempunyai tugas dan wewenang untuk
menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme
pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020
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dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan
suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan tentang meckanisme serta prosedur tata cara
pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grebogan Tahun 2020;

Agar Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 berjalan tertib,
lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses

pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, yang terdiri dari

N E &R

Hari, Tanggal dan Waktu;

Jenis Formulir;

Pemilih;

Pemungutan Suara;

Penghitungan Suara;

Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang;
Pemungutan Suara Lanjutan atau Susulan,

PENGERTIAN UMUM

1

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020,
selanjutnya disebut Pilbup Grobogan, adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 secara langsung
dan demokratis.

Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut
Pemilu/Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah atan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling
akhir.,

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya
disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang pemilhan umum dan diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya
disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan
Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan
Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut
KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum
vang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat
KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan

Suara.
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10.

11.

12.

13.

14.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pilbup
Grobogan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah,
selanjutnya  disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga
penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenail
Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang
selanjutnya disebut Bawasln Kabupaten, adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Grobogan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pilbup
Grobogan Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Pemilihan

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Grobogan, selanjutnya
disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh
Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah Kabupaten.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas
Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah Kecamatan.

Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah
petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di Desa/ Kelurahan.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut
Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas
Kecamatan untuk membantu PPL.

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas
yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas
dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan
dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik indonesia Tahun 1945.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yvang
selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang
telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup
Grobogan 2020.

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh
belas} tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam
Pilbup Grobogan.

Pemantau  Pemilihan Dalam Negeri adalah  organisasi
kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan
telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk
melakukan pemantauan Pilbup Grobogan.

Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang
mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk
melakukan pemantauan Pilbup Grobogan;

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di
TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto
Paslon,

Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh
KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Paslon, Surat
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24,

25.

26.

27.

28,

29,
30.

suara yang dinyatakan tidak sah, Surat suara yang tidak
digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.

Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah
seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Paslon/tim
kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS.

Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan
Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus
yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pilbup
Grobogan yang memuat foto, nama, dan nomor Paslon.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS
yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU
Kabupaten.

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah
daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT,
namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada
hari dan tanggal pemungutan suara.

Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah
daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

Hari adalah hari kalender.

Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang
menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil
setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di
wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pilbup
Grobogan.

ASAS PENYELENGGARAAN

Pemungutan dan penghitungan suara dilakukan berdasarkan asas:
langsung;

umum;

bebas;
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4, rahasia;

5. jujur;

6. adil;

7. efektif;

B. efisien;

9. mandiri;

10, kepastian hukum;

11, tertib;

12. kepentingan umuin;

13. keterbukaan;

14. proporsionalitas;

15, profesonalitas;

16. aluntabilitas; dan

17. aksesibilitas;

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA

PELAKSANAAN

1. Hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS ditetapkan secara
serentak oleh KPU Kabupaten yaitu hari Rabu, tanggal 23
September 2020

2. Hari Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang
diliburkan.

3. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai
dengan pukul 13.00 WIB.

4, KPU Kabupaten menetapkan hari Pemungutan Suara dengan
Keputusan KPU Kabupaten.

5. Keputusan KPU Kabupaten disampaikan kepada Bupati untuk

menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari
libur.
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Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang
sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
Penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB setelah
berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

B. FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS, terdiri dan formulir :

1.

a.

[ S

Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS;

Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;

lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan
Hasil penghitungan perolehan suara sah;

Model C1-KWK  Plano  berhologram merupakan Catatan
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;

Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus
dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan
dan Penghitungan Suara di TPS;

Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping
Pemilih;

Model C4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian
Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di
TPS dari KPPS kepada PPS;

Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita
Acara Pemungutan Dan Sertifikat Hasil Dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
Madel C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan
Pemungutan Suara kepada Pemilih;

Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;

Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;

Model A.4- KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
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m. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih;
n, Model A Th-KWK merupakan Daftar Pemilih tambahan, untuk
mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai
Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani
penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan
suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau Surat Keterangan,
0. Formulir Catatan Ketidakhadiran Pemilih di TPS.
Formulir pemungutan dan penghitungan suara tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan
daftar Pemilih.
BAB III
PEMILIH

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:

a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan
(Model A.3-KWK);

b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-
KWK);

c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan
hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan
dalam formulir Model A. Th-KWK.

Pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS

tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.

Dalam memberikan suara di TPS, Pemilih menyerahkan formulir

Model C6- KWK.

Pemilih yang terdaftar dalam DPPh merupaekan Pemilih yang

karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk

memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan
memberikan suara di TPS lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Keadaan tertentu meliputi :
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a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal

Pemungutan Suara,;

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan
keluarga yang mendampingi;

¢. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga
permasyarakatan;

d. penyandang disabilitas yang berada di panti
sosial/rehabilitasi;

e. menjalani rehabilitasi narkoba;

f. tugas belajar;

g pindah domisili; dan/atau

h. tertimpa bencana alam.

Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain, Pemilih melapor
kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A 5-KWK
dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/fatau bukti
telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada
PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan
Suara.

Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana
dimaksud pada angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU
Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling
lambat 10 {sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

PPS atau KPU Kabupaten meneliti kebenaran identitas Pemilih
yvang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan
angka 7 pada DPT.

Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten
menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan
formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih
dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan
lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua
sebagai arsip PPS atan KPU Kabupaten.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pemilih diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara

oleh PPS.

Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS

tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana

dimaksud angka 6, tetapi yang bersangkutan telah memiliki

formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kabupaten,

Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari

Pemungutan Suara di TPS tujuan.

KPU Kabupaten atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih

untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan

mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing

TPS.

Pemilih dari TPS lain dicatat oleh anggota KPPS keempat atau

KPPS kelima pada salinan DPPh {Model A.4-KWK) dengan cara

menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam

salinan DPPh tersebut.

Pemilih dari TPS lain dibeti kesempatan untuk memberikan

suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00

WIB.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya

dengan ketentuan:

a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat
Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan

b. Didaftar pada DPTh ke dalam formulir Model A.Th-KWK.

Hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, hanya dapat

digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat

yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan.

Penggunaan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT

dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di

TPS.
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18.

19.

20.

21.

Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK,
Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan.

Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (Delapan
ratus) orang.

Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan

memerhatikan :

a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan;

b. Memudahkan Pemilih;

c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS, dimaksudkan agar
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan

pada hari yang sama.

BAB IV
PEMUNGUTAN SUARA

A. KEGIATAN PERSIAPAN

' 8

Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan

Suara

a.

Ketua KPPS wajib menpumumkan hari, tanggal, dan waktu
Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah
kerjanya, paling lambat 5 (lima] hari sebelum hari
Pemungutan Suara.

Pengumuman hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara di
TPS dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di
desa/kelurahan yang bersangkutan.

Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada
Pemilih vang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
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Dalam formulir Model C6-KWK, harus disebutkan adanya
kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan
suara di TPS dan larangan penerimaan politik uang,

Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir
Model C6-KWK.

Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua
KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada
keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda
terima.

Apabila sampai dengan 3 [tiga) hari sebelum hari Pemungutan
Suara, terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model
C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir
Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari
sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh
Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari
Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima
formulir Model C6-KWK dalam DPT, dan mencocokkan dengan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
Apabila dari hasil pencocokan, nama Pemilih terdaftar dalam
DPT, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada
Pemilih.

Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat
Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir
Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan
suara di TPS dengan menunjulkkan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau Surat Keterangan.

Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti

nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK
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pada DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau Surat Keterangan.

Apabila dari hasil pencocokan, nama Pemilih terdaftar dalam
DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak
pilihnya.

Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari
Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang
tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib
mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.

PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari
KPPS dengan menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK,
Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK
oleh PPS dapat dibantu oleh KPFPS.

Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dibuat
dalam 2 rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.

PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara
pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan
Formulir Model D2-KWK.

PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-
KWK kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di
TPS untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi terhadap seluruh
Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan
menggunakan formulir Model DB8-KWK.

Penyiapan TPS

a.

Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan
lokasi dan pembuatan TPS.

TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh
penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat
memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan
rahasia.
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Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu)

hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan

masyarakat.

TPS dibuat dengan ukuran paling kurang/panjang 10

(sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat

disesuaikan dengan kondisi setempat.

TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau

tambang atau bahan laun.

Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses

gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan

kursi roda.

TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang

tertutizp, dengan ketentuan:

1} Apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan
Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung
tethadap panas matahari, hujan, dan tidak
memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih
pada saat memberikan suara di bilik suara;

2) Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu
menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih
membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan
suara di bilik suara.

Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Suara, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu

ditambah alat penerangan yang cukup.

TPS dilengkapi dengan sarana dan prasarana:

1) Ruangan atau tenda;

2) Alat pembatas;
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3) Papan pengumuman untuk menempel daftar Paslon, visi,
misi, dan program serta biodata singkat Paslon, salinan
DPT;

4} Papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-
KWK dan lampirannya;

5) Tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;

6) Meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;

7} Tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL. atau Pengawas TPS
dan Pemantau Pilbup Grobogan; dan

8) Alat penerangan yang cukup.

TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah,

balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat

pendidikan lainnya, jalan, gedung atau kantor milik
pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.

Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud

huruf k, terlebih dahulu harus mendapat izin dan

pengurus/pimpinan atau pihak vang berwenang atas fasilitas
tersebut.

TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

TPS harus bebas dari atribut Paslon atau Partai Politik dalam

radius 200 meter.

KPPS menyiapkan dan mengatur :

1) Tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25
(dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu
masuk TPS;

2) Meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS
Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;

3] Meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS
kelima, di dekat pintu masuk TPS;

4) Tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak

suara;
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3]

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu

keluar TPS;

Tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas

TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk

Pemantau Pilbup Grobogan ditempatkan di luar TPS;

Meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di

dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3

(tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan

berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;

Meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara

bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih

yang menggunakan kursi roda;

Bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat

duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak

antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1

(satu) meter;

Meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja

yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat

mencapai bilik suara dengan leluasa;

Papan scbanyak 2 (dua) buah yang pada saat

Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk

untuk memasang :

a) Daftar Paslon, visi, misi, program dan biodata singkat
Paslon; dan

b) Salinan DPT.

Papan sebagaimana dimaksud pada angka 11 pada saat

Penghitungan Suara digunakan untuk memasang

formulir Model C1-KWK Plano;

Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS

di sebelah luar TPS; dan

Tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas

TPS.
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p. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang,
tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing
Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya
sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum
hari Pemungutan Suara.

b. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri
atas :

1) Kotak suara;

2) Surat suara;

3] Tinta;

4) Bilik pemungutan suara;

S5) Segel;

6) Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
71 TPS.

c. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas:
1) Sampul kertas;
2) Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
3) Karet pengikat Surat Suara;
4] Lem/perekat;
5) Kantong plastik;

6) Balipoint,
7] Gembok;
8) Spidol;

9) Formulir dan sertifikat;

10) Stiker nomor kotak suara,

11) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;

12) Alat bantu tuna netra;

13) Daftar Paslon, visi, misi, dan biodata Paslon; dan
14) Salinan DPT.
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Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggungjawab
terhadap keamanan  perlengkapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS.

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang

dimasukkan dalam kotak suara, terdiri atas :

1) Surat suara;

2) Tinta;

3) Segel;

4) Alat untuk member tanda pilihan;

S5) Sampul kertas;

6) Karet pengikat surat snara;

7} Kantong plastik;

8] Formulir dan sertifikat;

9) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan

10) Alat bantu tuna netra.

Formulir dan Sertifikat dimasukkan ke dalam kotak suara,

dikecualikan untuk formulir Model C7-KWK.

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam

huruf b terdiri atas :

1) Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum
dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5%
(dua koma lima persen} dari jumlah Pemilih yang
tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;

2) Tinta paling banyak 2 (dua) botol,

3) Sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul
kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;

4) Segel sebanyak 19 (sembilas belas) buah;

5) Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS
untuk setiap TPS;

6) Bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
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7) Alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set
pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku,
bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.

Dalam hal penghitungan Surat Suara cadangan menghasilkan

angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.

Sampul kertas, terdiri atas:

1} Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada
KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS; dan

2) Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU
Kabupaten dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan
dan Penghitungan Suara di TPS.

Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada

KPPS melalui PPK dan PPS sebelum Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS terdiri dari :

1) Sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat
Surat Suara dan Surat Suara cadangan;

2) Sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah
Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing
untuk memuat :

a) Surat Suara sah;

b} Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih
karena rusak dan/atau keliru dicobloes;

¢) Surat Suara yang tidak sah;

d) Surat Suara yang tidak digunakan;

€) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram
dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta
salinan Maodel C-KWK, Model C1-KWK dan
lampiran Model C1-KWK;

f) Salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-
KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Th-KWK;
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g} Kunci gembok yang digunakan untuk mengunci
kotak suara.
Penggunaan sampul kertas ditentukan sebagai berikut:
1) sampul kertas sebagaimana dimaksud huruf I angka 1),
yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;
2) sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai
peruntukannya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud huruf k angka
2) yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud huruf j
angka 2) huruf aj), huruf b), huruf ¢, huruf dj, huruf e, dan
huruf g) disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam
keadaan disegel.
Segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah yang digunakan
untuk menyegel :
1) Masing-masing sampul yang rmernuat:
a) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram
dan lampiran Model C1-KWK berhologram,
b} Salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran
Model C1-KWK;
c) Surat Suara sah;
d) Surat Suara yang rusak dan/atau keliru coblos;
e) Surat Suara yang tidak sah;
f) Surat Suara yang tidak digunakan; dan
gl Tempat kunci gembok kotak suara yang dapat
memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS.
2) Lubang kotak suara; dan
3) Gembok kotak suara.
Jumlah segel sebagaimana dimaksud huruf m ditambah
sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
Dukungan perlengkapan lainnya disediakan dengan Ketentuan
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1)

2)

3)
4)
S)
6)

7

8)

Tanda pengenal digunakan untuk:

a) KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;

b} Saksi sebanyak diperlukan; dan

c) Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan
keamanan TFPS.

Karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh)

buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah

untuk mengikat Surat Suara;

Lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;

Kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;

Ballpoint sebanyak S (lima) buah;

Gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara

sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;

Spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada

formmulir Model C1-KWK Planco dan untuk mencoret Surat

Suara yang tidak sah dan tidak digunakan paling banyak

4 (empat} buah.

Tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan

dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur

sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPS.

Dukungan perlengkapan lainnya berupa daftar Paslon, visi,
misi dan biodata Paslon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang
di dekat pintu masuk TPS.

Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan DPT tiap-tiap
TPS digunakan untuk :

1)

2)

3)

Ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satyj
rangkap;

Bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilh yang
memberikan suara sebanyak 1 (satu) ranglcap;Q'] Bahar
Disampaikan kepada Saksi yang hadir sebanyak yang
diperlukan; dan
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4)

Disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS sebanyak 1
(satu) rangkap.

Pembagian Tugas KPPS
a. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS
mengenai:

1)

2)

Tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS; dan
Pembagian tugas Anggota KPPS.

Penjelasan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan
paling lambat 1 {satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
Pembagian tugas Anggota KPPS sebagai berikut:

1)

2)

3)

Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai
tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan
Suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara
pemberian suara;

Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas

membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan

berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat
pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau
tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;

Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di

dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima

Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

a) Memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam
formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang
tercantum dalam salinan DPT, formulir Model A.5-
KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada
kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb
atau DPPh;

b) Meminta kepada petugas ketertiban TPS agar
mengarahkan Pemilih yang tidak membawa formulir
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d)

h)

i)

k)

Model C6-KWK untuk memastikan namanya
tercantum dalam Daftar Pemilih;

Dalamn hal terdapat keraguan terhadap formulir
Model C6-KWK yang diserahkan oleh Pemilih,
anggota KPPS keempat atau anggota KPPS kelima
meminta Pemilih dimaksud menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
Anggota KPPS keempat atau anggota KPPS kelima
meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf
b) dalam Daftar Pemilih;

Memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-
KWK dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau
Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak
sempat melapor kepada PPS tujuan;

Menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada
formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK
dan mencatat nama Pemilih dalam daftar hadir
dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
Memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari
tangan Pemilih;

Mencatat identitas Pemmlih tambahan yang terdapat
dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat
Keterangan ke dalam formulir Model A.Th-KWK.
Memeriksa dan memastikan nama Pemilih tambahan
yang tidak terdaftar dalam DFT;

Mencatat penggunaan hak pilih penyandang
disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan
berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh;
dan

Dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum
terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana huruf jj,
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petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar
hadir formulir Model C7-KWK.

4] Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara,
bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat
Suara ke dalam kotak suara;

5) Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar
TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan
keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta
di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih
yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan

Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS

sebagai Ketua KPPS.

Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari

Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang

dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota

KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang

bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di

TPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS,

berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar

TPS.

PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang

bertugas menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan per

TPS kepada PPK.

PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua)

orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah

Kabupaten kepada Bupati.
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k.

KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban dari
Bupati kepada PPS untuk ditetapkan scbagai petugas
ketertiban dengan Keputusan PPS,

B. KEGIATAN PELAKSANAAN

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama
Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

1.

a.
b.

Memeriksa TPS dan perlengkapannya;

Memasang salinan DPT dan daftar Paslon pada papan
pengumuman;

Menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta
kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
Mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati
tempat duduk yang telah disediakan;

Menerima surat mandat dari Saksi; dan

Memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL/Pengawas
TPS.

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

a.

Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada
hari Pemungutan Suara.

Rapat Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB.
Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang
mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor,
nama, foto Paslon dan simbol/gambar Partai Palitik dan wajib
membawa surat tugas/mandat tertulis dari Paslon/Tim
Kampanye.

Jumlah saksi per TPS paling banyak 2 (dua} orang untuk
setiap Paslon.

Saksi yang dapat memasuki TPS berfjumlah 1 (satu) orang
pada satu waktu.
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Apabila pada pukul 07.00 WIB, Saksi atau Pemilih belum

hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan

kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh)

menit.

Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana

dimaksud pada huruf  Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat

Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan

Pemungutan Suara.

Saksi yang hadir berhak menerima:

1) Salinan DPT; dan

2} Salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran
hasil Penghitungan Suara.

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

1) Pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan
petugas ketertiban TPS;

2) Pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara; dan

3) Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan
dan Penghitungan Suara.

Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara,

Ketua KPPS :

1) Memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota

KPPS dan Petugas ketertiban TPS;

2) Membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara meliputi :

a) Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi
lotalkk suara di atas meja secara tertib dan teratur,
mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis
dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul
yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan
disegel;
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3)

4)

b)

d)

Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang
hadir bahwa kotak snara benar-benar telah kosong,
menutup membali, mengunci kotak suara dan
meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang
hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan
formulir masih dalamn keadaan disegel; dan
Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat
Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak
2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih
yang tercantum dalam DPT, serta menandatangani
Surat Suara yang akan digunakan.

Memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi

mengenai:

a)
b)

c)

d)

Jumlah Surat Suara yang diterima;

Tata cara pemberian suara,;

Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi,
PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pilbup Grobogan atau
warga masyarakat/Pemilih;

Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pilbup
Grobogan.

Memberikan penjelasan tata cara pemberian suara secara

berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan Petugas ketertiban

TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya masing-

masing.

Kegiatan Ketua KPPS dalam memimpin rapat pemungutan
suara dibantu oleh Angggota KPPS lainnya dan Petugas
ketertiban TPS serta disaksikan oleh Saksi, PPL/Pengawas
TPS, Pemantau Pilbup Grobogan, warga masyarakat dan/atau

Pemilih.
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m. Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS,
berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/benanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya

sebagai Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS dengan

sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan

bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat

demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat

Grobogan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta

mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik

Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

n. Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih mengenai tata cara
pembenan suara meliputi:

1) Format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas
foto, dan nama Paslon;

2) Pemilih memberikan suara di bilik suara;

3) Tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;

4) Dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam
keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan
suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti
kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali
penggantian;

5) Pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih
hingga mengenai seluruh bagian kulm setelah pemilih
memberikan suara;

6) Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang
namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb;

7) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1
(satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir,

36



dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang
hersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di
TPS terdekat;

8) Kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih
berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan

9) Larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat
perekam gambar lainnya di bilik suara.

Tata cara pemberian suara pada Surat Suara ditetapkan

sebagai berikut :

1) Memastikan Surat Suara yang diterima telah
ditandatangani oleh Ketua KPPS;

2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;

3) Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa
paku; dan

4) Pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan
cara mencoblos 1 (satu} kali pada kolom yang berisi
nomor urut, pas foto, dan nama Paslon.

Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan

suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon

yang berhalangan tetap:

1) KPU Kabupaten wajib mengumumkan  kepada
masyarakat; dan

2) Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman
di TPS dan/atan secara lisan menyampaikan kepada
Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

Apabila Paslon yang berhalangan tetap atau dibatalkan

sebagai Paslon memperoleh suara, perolehan suara dimaksud

dinyatakan tidak sah.

Dalam hal salah satu dari Paslon meninggal dunia dalam

jangka waktu 29 {dua puluh sembilan) hari sebelum hari

Pemungutan Suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dan/atau Paslon perseorangan tidak mengusulkan calon
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pengganti, salah satu Calon dari Paslon yang tidak meninggal

dunia ditetapkan sebagai Paslon Pilbup Grobogan :

1) KPU Kabupaten wajib mengumumkan  kepada
masyarakat; dan

2} Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman
di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada
Pemilih pada saat Femungutan Suara.

3. Pemberian Suara

a.

Setelah memberikan penjelasan kepada pemilih, Ketua KPPS @

1) Menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah
ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih
yang akan dipanggil;

2) Memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan
prinsip urutan kehadiran Pemilih;

3) Memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan
terbuka;

4} Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon
genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik
suara.

Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang

disabilitas, ibu hamil atau orang tua tintuk memberikan suara

atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran
sesuai dengan nomeor urut kehadiran Pemilih tersebut.

Setelah menerima Surat Suara, Pemilih wajib memeriksa dan

meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak

rusak.

Apabila pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak

atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara

pengganti kepada Ketua KPPS.

Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara Pengganti hanya 1

(satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru

dicoblos tersebut dalam berita acara.
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Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak
pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik, atau Surat Keterangan.

Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat

Pemilih tambahan, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan

Suara di TPS berakhur.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, memberikan suara di TPS

sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga

(RW) sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, 1 {satu) jam

sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih tambahan,

apabila Surat Suara masih tersedia.

Dalam hal Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang

bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain

yang terdekat.

Pemilih yang telah menerima Surat Suara, melakukan

kegiatan:

1} Menuju bilik suara;

2) Membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas
meja yang disediakan sebelum dicoblos;

3) Mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos
yang telah disediakan;

4) Melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga
tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos
tidak dapat dilihat;

5) Memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai
dengan jenis Surat Suara;

6) Mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta
yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian
kuku sebelum ke luar TPS.
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Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik

suara.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf m berlaku bagi

Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas

lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.

Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh

pendamping.

Pendamping dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain

atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

Pemilih tunanetra dalam pemberian suara dapat

menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

Pemberian bantuan terhadap Pemilih disabilitas, dilakukan

dengan cara scbagai berikut:

1) Bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang
ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan
pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri;
dan

2) Bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan
tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu
mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan
disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.

Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih, wajib

merahasiakan pillhan Pemilih yang bersangkutan, dan

menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan
formulir Model C3-KWK.

Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa

yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang

telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk
memberikan suara.

Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, Ketua

KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa
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Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan
dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB V
PENGHITUNGAN SUARA

A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Penyiapan Sarana dan Prasarana

Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 WIB
setelah waktu Pemungutan Suara selesai.

Dalam hal Pemilihan Bersama, KPPS terlebih dahulu
melakukan Penghitungan Suara Pilbup Grobogan.

Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS
mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam

a.

Penghitungan Suara.

Sarana dan prasarana penghitungan suara, meliputi:

1)

2)

3)
4)
S)
6)
7}

8)

Pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS,
termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir
gertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara
di TPS ukuran plano;

Tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih,
Pemantau Pilbup Grobogan, dan masyarakat;

Alat keperluan administrasi;

Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
Sampul kertas/kantong plastik pembungkus;

Segel;

Kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS
dan menyiapkan kuncinya; dan

Peralatan TPS lainnya.

Penempatan Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau
Pilbup Grobogan, dan masyarakat diatur sebagai berikut:
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1) Saksi dan PPL/Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;

2) Pemilih, Pemantau Pilbup Grobogan dan masyarakat
ditempatkan di luar TPS.

Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah

digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat dilkuti oleh

semua yang hadir dengan jelas.

2. Pencatatan Surat Suara

a.

Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS

menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian

penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:

1) Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan
yang menggunakan hak pilihnya;

2) Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan
yang menggunakan hak pilihnya;

3) Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan
yang menggunakan hak pilihnya;

4) Jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan
menggunakan hak pilihnya;

5) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara
cadangan;

6) Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih
karena rusak atau keliru dicoblos;

7) Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan

8) Jumlah Surat Suara yang digunakan.

Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak

atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan

Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah

Surat Suara yang diterima oleh KPPS.

Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang

rusak atau keliru dicoblos, diberi tanda silang pada bagian

luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan

tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.
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3.

Pembagian Tugas

a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat
Penghitungan Suara, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

S)

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:

a) Memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;

b} Membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk
diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang
perclehan suara.

Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat

hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang

diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model Cl-

KWK Plano berhologram;

Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang

telah diteliti oleh Ketua KPPS;

Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun

Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing

Paslon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat

Suara;

Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman,

ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam

melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan

pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu

keluar TPS.

b. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujub) orang,
pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA

Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan
rapat Penghitungan Suara selesai dilakukan.

Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara

1;

dimulai.
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Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan

Suara dengan cara:

a.

Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan
oleh semua yang hadir;

Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di
meja Ketua KPPS;

Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah
tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam
kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb
yang menggunakan hak pilih;

Mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang
diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan
menggunakan formulir Model C1-KWK.

Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan
kepada Ketua KPPS.
Ketua KPPS bertugas :

a.

Memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan
kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau
Pemilih /masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu)
Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau
tidak sah;

Mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan
perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar
jelas.

Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang

terang atau yang mendapat pencrangan cahaya cukup, dicatat

dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-
KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah
disediakan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau Pilbup Grobogan yang
hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk
mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan

Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang

ditempel pada papan dengan cara tally, yaitu:

a. Memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan
snara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar
memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);

b. Memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan

gsuara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan

setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat)
garis tegak tersebut (HH);

Menghitung perolehan suara sah masing-masing Paslon;

Menjumlahkan seluruh suara sah;

Menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan

Menjumlahkan suara sah dan tidak sah.

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK

dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan

lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram
yang telah diisi.

Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sehagaimana

dimaksud pada angka 10, Ketua KPPS melakukan pembetulan.

Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang

s S - N

salah dengan 2 {dua) garis horisontal.

Pada angka atau kata yang dicoret dituliskan angka atau kata hasil
pembetulan.

Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata
pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 13.

Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS.

Surat Suara dinyvatakan sah, jika:
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a. Ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. Diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1

(satu) Paslon dalam Surat Suara.

17. Tanda coblos diatur sebagai berikut:

18.

19.

20.

21.

a. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Paslon yang memuat
nomor urut atau nama Paslon atau foto Paslon, dimyatakan
sah untuk Paslon yang bersangkutan;

b. Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 [satu) kolom Paslon
yang memuat nomor uruf, nama Paslon dan foto Paslon,
dinyatakan sah untuk Paslon yang bersangkutan; atau

c. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Paslon yang
memuat nomor urut, nama Paslon dan foto Paslon,
dinyatakan sah untuk Paslon yang bersangkutan.

Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh

Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun/menghitung dan

memisahkan:

a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan
sah untuk masing-masing Paslon, diikat dengan karet dan
dimasukkan ke dalam sampul kertas;

b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan
tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam
sampul kertas.

Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran

Model C1-KWK berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan

disegel.

Sampul yang berisi formulir Moedel C-KWK, Model CI1-KWK

berhologram dan lampiran Model CI1-KWK berhologram

dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk
rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.

Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK

dan lampiran Model C1-KWK untuk disampaikan kepada PPS, PPK

dan KPU Kabupaten tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
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22.

23.

24.

Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana
dimaksud angka 19 dan angka 21, ditandatangani oleh Ketua
KPPS3 dan paling kurang 2 (dua) crang Anggota KPPS dan dapat
ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani
formulir, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia
menandatangani.

Penandatanganan formulir, dilakukan setelah rapat Penghitungan

Suara selesai.

PENYELESAIAN KEBERATAN

1.

Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan
terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan
suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS,
KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih
perclehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-
KWK dengan Model C1-KWK Plano berhologram.

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS
dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.

Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah
dan menuliskan angka yang benar.

Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada
angka hasil pembetulan.

Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan,
KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS
yang hadir.

KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai
kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani
oleh Ketua KPPS.
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10.

11.

Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat
pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani
oleh Saksi.

KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan
Suara pada formulir Model C2-KWK.

Keberatan yang diajukan oleh Paslon, Saksi, PPL/Pengawas TPS,
Pemantau atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau
PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di
TPS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di
TPS.

PENGUMUMAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1.

KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan
lampirannya di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik
selama 7 (tujuh) hari,

KFPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model
Cl-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di
desa/kelurahan pada hari Pemungutan Suara.

KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model
C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya kepada KPU Kabupaten
melalui PPS dan/atau PPK pada hari pemungutan suara untuk
dipindai (scan);

KFPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model
C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi dan
PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.

Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada
Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi
Penghitungan Suara di PPK wuntuk desa/kelurahan yvang
bersangkutan.
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10.

11,

12,

Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka
yang tertera pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan
mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan
formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada
Saksi dan PPL/Pengawas TPS sampai batas waktu yang
ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten memindai (scan) salinan formulir Model C1-KWK
dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 3.

KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak
suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.

KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS
pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat
pengantar, yang berisi :

a. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan
lampiran  berhologram, serta Model C1-KWK Plano
berhologram yang telah diisi;

Salinant DPT (Model A3-KWK) dan DPTb (Model A.Tb-KWK);
Formulir Model C2-KWK;

Formulir Model C3-KWK;

Formulir Model C5-KWK;

Formulir Model C6-KWK;

Formulir Model C7-KWK; dan

Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak
digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi dan
PPL/Pengawas TPS.

KPU Kabupaten mengirimkan hasil pemindaian formulir Model! C-
KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK kepada KPU
untuk dinvmumkan di laman KPU,

PR e a0 T
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13.

14,

15.

16.

Pengiriman hasil pemindaian formulir dapat menggunakan sarana
teknologi informasi berdasarkan hasil kajian KPU.

Dalam hal formulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan
menggunakan teknologi informasi, KPU Kabupaten dapat
mengirimkan secara manual dengan menggunakan compact disk
atau flashdisk.

KPU Kabupaten dapat melakukan tabulasi penghitungan suara
sementara dengan berpedoman pada hasil kajian KPU.

KPPS dilarang memberikan salinan Formulir Model C-KWK, Model
C1-KWK dan lampirannya kepada siapapun dan/atan pihak
manapun kecuali kepada pihak yang telah ditentukan.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1.

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi

gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara

tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat
dilakukan.

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil

penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1

(satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan
Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus,
menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada
Surat Suara yang sudah digunakan,
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10.

11.

12.

c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang
sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut
menjadi tidak sah;

d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih
damn 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
dan/atau;

e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai
Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan disampaikan

kepada PPK paling lambat 2 {dua) hari setelah Pemungutan Suara.

PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada KPU

Kabupaten.

KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan

Panwas Kecamatan dalam rapat pleno KPU Kabupaten.

Hasil rapat pleno ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan kepada KPPS melalui

PPK dan PPS,

KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling

lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.

KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Paslon

untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pemungutan Suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari

kerja atau hari libur,

KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada

pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam

DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara

Ulang di TPS.

KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi,

lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar

memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak
pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.
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13.

14,

15.

16.

) B 8

18.

19,

20.

Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan
pemutakhiran data pemilih.

Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPTh di TPS yang
melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu
tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat
menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan
Pemungutan Suara ulang.

Keadaan tertentu, meliputi:

a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan

Suara;

b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan
keluarga yang mendampingi;

c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga
pemasyarakatan;

d. Tugas belajar;

e. Pindah domisili; dan

f. Tertimpa bencana alam.

Pemilih sebagaimana dimaksud angka 14, meminta forrnulir Model
A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya
kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga
melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS,
disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda
khusus, disimpan di KPU Kabupaten.

Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang diatur
lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakan
Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten menetapkan
jumlah kekurangan Surat Suara.

KPU Kabupaten mencetak dan mendistribusikan penambahan
Surat Suara.
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21.

22.
23.

Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang
digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam
sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak
suara.

Sampul harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis
mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1.

Penghitungan Suara ulang meliputi:

a. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS;

b. Penghitungan ulang Surat Suara di PPK.

Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:

a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;

b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang
atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang
jelas;

d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

e. Saksi Paslon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat
menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jclas;

f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain ataun waktu lain
dari yang telah ditentukan; dan/atau

g. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara
yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksnd angka 2, Saksi,

PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat

Suara di TPS yang bersangkutan.

Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di

TPS, Saksi atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan

penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
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5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus

dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari

pemungutan suara.
6. Ketenthian mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku
mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

C. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi

a.

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten :

1)

2)

Menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten
tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang, dengan tetap memerhatikan
tenggat waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam
amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan

Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan
Pemungutan Suara ulang.

Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf a
angka 1), paling kurang menctapkan jadwal:

1)

2

3)

Pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/
scleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK
untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS
dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
Penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada
Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat
dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan,;
Pendistribusian Surat Suara dan  perlengkapan
Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara di
TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS,
PPK, dan KPU Kabupaten;

54



4) Pelaksanaan hari Pemungutan Suara Ulang;

5) Pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan
KPU Kabupaten; dan

6) Penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara
nlang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.

Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Pemungutan Suara

Ulang, KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan

sebagaimana dimaksud huruf b, kepada:

1} KPU;

2) Mahkamah Konstitusi;

3) Bawaslu Provinsi; dan/atau

4) Panwas Kabupaten.

KPU Kabupaten dalam menyampaikan Keputusan kepada

KPU, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang

memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan

Pemungutan Suara Ulang di TPS.

Pemungutan Suara ulang di TPS, dilaksanakan pada hari

kerja atau han libur.

KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi,

lembaga, perusahaan atan kepala satuan pendidikan agar

memberikan kesempatan kepada Pemilih menggunakan hak

pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.

KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada

Paslon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara

Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU

Kabupaten.

KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada

pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang di TPS.

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
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Formulir Model C-KWK, Model-C1 KWK dan lampiran yang
digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi, dimasukkan dalam sampul, disegel dan
dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada
huruf j, ditempel label dengan tulisan “Pemungutan Suara
Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dan disegel.

2. Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi

a.

Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS

pasca Putusan Mahkamah Konstitsi, KPU Kabupaten :

1) Menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten
tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di
TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap
memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud
dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;

2} Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan
Penghitungan Suara Ulang di TPS pasca putusan
Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU,

Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

huruf a angka 1), paling kurang menetapkan jadwal :

1) Pembentukan, pengangkatan kembali atan pendaftaran/
seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk
melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di TPS pasca
putusan Mahkamah Konstitusi,

2) Pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan
rekapitulasi hasil Penghitungan Sunara Ulang pasca
putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU
Kabupaten;

3) Pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS,
rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang pasca
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Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU
Kabupaten;

4} Pelaksanazan hari Penghitungan Suara Ulang pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh
KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU
Kabupaten;

5] Penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara
Ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.

Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Penghitungan Suara

Ulang, KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan

sebagaimana dimaksud huruf b, kepada:

1) KPU;

2) Mahkamah Konstitusi; dan

3) Bawaslu Provinsi; dan

4} Panwas Kabupaten;

KPU Provinsi menyampaikan Keputusan kepada KPU,

dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang

memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk melaksanakan

Penghitungan Suara Ulang di TPS.

KPU Kabupaten mengumumkan hari, tanggal, waktu dan

tempat Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi di KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada

Paslon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara

ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU

Kabupaten.

Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku

mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara Ulang pasca

putusan Mahkamah Konstitusi.
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BAE VII
PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah Pilbup

Grobogan terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana

alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian

tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat
dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan

Suara lanjutan,

Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan

dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara

yang terhenti.

Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah Pilbup

Grobogan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam,

atau gangguan gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh

tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat
dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan

Suara susulan.

Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan

dilakukan wuntuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau

Penghitungan Suara.

Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan

dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.

Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau

Penghitungan Suara dilakukan oleh :

a. KPU Kabupaten atas wusul PPK apabila penundaan
pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara
meliputi 1 (satu} atau beberapa desa/kehirahan; atau

b. KPU Kabupaten atas wusul PPK apabila penundaan
pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara
meliputi 1 {satu) atau beberapa kecamatan,

58



Pemungutan Suara lanjutan dilaksanaktan paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.

Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat
dilaksanakan di 40% {(empat puluh persen} jumlah kabupaten/kota
atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak
dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan
penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan
atau susulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri atas usul KPU Provinsi.

Dalamm hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPU
Kabupaten menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau
Penghitungan Suara Pilbup Grobogan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau

Puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau

karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan

pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat

memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit

atau Puskesmas.

Pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan hak

Pilihnya dengan menggunakan Formulir Model AS-KWK.

Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat

menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan

Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekera
sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk
melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak
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pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum hari pemungutan suara;

b. KPU Kabupaten menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan
TPS terdekat yang akan melayani pemilih dengan
mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan
hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;

¢. KPU Kabupaten memberikan formulir Model A.5-KWK kepada
pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1
(satu) hari sebelum pemungutan suara.

Bagi TPS terdekat yang ditunjuk, Ketua KPPS menugaskan

Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi

oleh PPL/Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan

pemungutan suara untuk melaksanakan Pemungutan Suara

dengan cara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di

rumah sakit atau Puskesmas, dengan ketentuan :

a. Pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan
mulai pukul 12.00 sampai dengan selesat;

b. Petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih
dan menerima model A.5-KWK dari pemilih;

c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak
pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang
bersangkutan,;

d. Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata
sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, pemilih dapat
menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau
identitas lainnya sepanjang Surat Suara masth tersedia.

KPU Kabupaten dapat membentuk TPS pada lembaga

pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani

Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga

pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, serta petugas atau

karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

60



10.
11.

12,

13.

Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di

Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, dan

Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat

dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat

penahanan setelah memperoleh ijin dari Kepala Kepolisian Seltor,

Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, dan Kepala

Kejaksaan.

Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat

menggunakan alat bantu tunanetra berupa template Surat Suara,

yang disediakan oleh KPU Kabupaten.

Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti

Surat Suara pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara

yang rusak dan untuk pemilih tambahan.

Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat

menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.

Penggunaan Surat Suara cadangan dicatat dalam berita acara.

Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam

Pilbup Grobogan dengan 1 (satu) Paslon berpedoman pada

Peraturan KPU tentang Pemilihan dengan Satu Paslon.

Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilbup

Grobogan 1 (satu) Paslon menggunakan surat suara yang memuat

2 (dua) kolom yang terdiri atas 1(satu} kolom yang memuat foto

dan nama Paslon dan 1 {satu) kolom kosong yang tidak bergambar,

Desain surat suara Pilbup Grobogan 1 (satu} Paslon dibuat dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Latar belakang foto pada kolom Paslon berwarna merah putih;

b. Foto Paslon dibuat berpasangan;

¢. Tidak memakai ormamen, gambar atau tulisan selain yang
melekat pada pakaian yang dikenakan Paslon;

d. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang
berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

e. Kolom kosong yang tidak bergambar.
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14,

13.

16.

17.

Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara Pilbup Grobogan

1 (satu) Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pemberian suara Pilbup Grobogan 1 (satu) Paslon dilakukan

dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada :

a. Kolom yang memuat foto dan nama Paslon; atau

b. Kolom kosong yang tidak bergambar.

Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 15 diatur sebagai

berikut :

a. Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang
memuat foto dan nama Paslon, dinyatakan sah memberikan
pilihan untuk Paslon; atau

b. Tanda coblos pada kolom atan tepat pada garis kolom pilihan
kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak
memilih Paslon yang bersangkutan,

Surat Suara untuk Pilbup Grobogan 1 (satu) Paslon dinyatakan

sah, apabila:

a. Ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

b. Diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama
Paslon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Terhitung sejak bulan Januari 2019 syarat terdaftar sebagai
Pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
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BAB X
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman
dalam pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTCPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

S
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 18B/PL.02.6-Kpt/3315/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

MODEL C-KWK

MODEL C1-KWK

LAMPIRAN MODEL
C1-KWK

MODEL C1-KWK
PLANO

MODEL C2-KWK

MODEL C3-KWK

: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Bupati dan Walkil Bupati Grobogan Tahun 2020.

: Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020,

: Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Bupati dan Walkil Bupati Grobogan Tahun 2020.

: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Bupati dan Waldl Bupati Grobogan Tahun 2020.

: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020.

: Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.



10.

MODEL C4-KWK

MODEL C5-KWK

MODEL C6-KWK

MODEL C7-KWK

: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di
Tempat Pemungutan Suara.

: Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan

Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

: Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada

Pemilih.

: Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020.
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BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL S8UPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

MODEL
C-KWK

Pada hari im1 Rabu tenggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan
Penghitungan Suara dalam Pemilthan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2030, yang
dihadiri oleh 3aksidan Pengawas P2milihan Lapangar. (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor......... Desa/Kelurahan®) @ ........ooooiiiiiiiiiiinnn,
Kecamatan R ORI M A A M A, b B RO S A S B KR MRS
Kabupaten : Grobogan Provinsi : Jawa Tengah

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemunguran Suara dinimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukal 07.00
waktu setempat dan berakhir padza pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang
\e  hadir.

2. Pengucapan sumpah/janj: Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua <KPPS.

3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.

4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan
penghitungan suara.

5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.

6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenan proses dan tata cara pemberian suara di
TPS.

B, PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jurmiah Perilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT,
DPPh, dan DFTD.

2. Menghitung dan mencatat jumiah surat suara vang tidak digunakan.

3. Menghitung dan mencata: jamlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak
atau keliru dicoblos,

4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.

5. Menghitung dan mencatat jumiah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah
dan surat suara tidak sah.

 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA | -
L. 2] 3. | 4. S 6. | 7.

1 | 5 : |

_—

Nama Salisii e Nc}lncl Sdkbl &

*) Coret yang ticlak perlu



 wopEL |

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL DUPATL GRODOGAN L CLEWK |
TAHUN 2020
LOGD HOLOGRAM
Tempal Femurguian Suara (115 § MO T O wn e smm s e s st s saza e o Desa/Kelurahan *| O A S R
Kecaumatzn P IR T E—r Rabupaten s Crobogan
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2. permgguna hal 3 lile dalen Dalae Pemilin Pindahean (D1FR)
S terggune luak il dasan Daliae Penolih Tamn sz (LEThfpenggana KT
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LOGO HOLOGRAM

TP3
Kecamatan

Prowinisi

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA D] TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

CNDBEOE e e

LAMP.RAR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN MODEL C1.KWH

TAHUN 2020
{4 )ia) Berdmanrcan duts Mode] C1L-KEK Flapa)

Desa/kelurahan 7|

Kabupaten : Grabogan

sJawa Tengih

NOMOR VURUT QAN NAMA PASANGAN CALGHN SUARA SAH
1
2
JUMEAH SELURUH SUARA 3AH {12 |
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH
. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
, . ; R 4, | S 6. Tig

|
T
|

.

 SAKSI CALOI

| Nama lenghkey> ...

*} Coret vang tidak perla




CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN ARA D1 TEMPAT PEMURGUTAN SUARA MODEL C1-KWH
DALAM PEMILIEAN CUPFATI DAY WAKIL BUPATI CGROBOGAN PLAND
TAHUN 2020
LOGO HOLOGRAN
s [ Desad Kelurahan ) R
I_-.:-c;l_nunlu.“ oS Kabmpraten s Grnigan
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MODEL
CATATAN KEJADIAN KHUSUS C2-KWK
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor..o. o Desa/Kelurahan *) 0o
Kecamatan e e Kabupaten : Grobogan
Provinsi » Jawa Tengah

Kejadian khusus dan/atau pernyatzan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **) :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KPPS,
KEBERATAN KETUA

*) Coret yang tdak perlu

Keterangan :
1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani olch Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua

KPPS pada hari pemungutan suara,



MODEL
C3-KWK

SURAT PERKYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tanggal/Bulan/Tzkun Lahir

Alamat =000 i T e R kb s et TR AR
Atas permintaan pemilih

N

A= - SRR

Nomor Urut DPT/DPPh/DPTh *}: .. TPS | NOTLOF i i s tas s s e s g s e s

Desa/Kelurahan *;

Meryatakan bersedia membariu meadamoingl pemilik tersebut dalam memberikan suara pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Guoernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan bersedia menjaga

kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian suarat pernyataar. ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari

terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum,

o A T
Mengetahui

Ketua Kelompok Penyelenggara Yang Membuat Pernyataan
Pemungutan Suara

Keterangan :

*¥) Coret yang tidak perlu.



MODEL
C4-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Pecyampaian Beriza Acara Kepada
Pemuregutan Suara dan Yth. Ketua PPS .............oooiiiiiiiniinnn
Pergh.tungan Suara di TPS. di -

Bersama ir-i disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara di

Tempat Pemungu ar Suara {TPS] Nomor ....cieniiinns Desa/Kelurahan *) @ .o,
Kecamatan .. Kabupaten : Grobogan
Provinsi Jawa Tengah

Dokumen dalarn pelzksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pernungutan
suara, terdiri dar

AT 1 _M&dgﬁ -I WK ~___Benta Acara Pe_gp_ungl_lﬂg_g:_lan Penghltungan Suara d1 TPS.
Model 7 - KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perclehan Suara di TPS.
Berholr-g_ am .
Lampiran Model C1-  Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan
| KWK Eerhologram Calon.

2 Moclel C —I(Wh Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.

3 | Model C:- I\WK - Catatan Kegjadiar. Khusus dan/atau Keberatan Saksi daiam
l - . Pelaksanaar. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
| 4 | Model CE-KWK | Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5 | Model CE-KWK Tanda Terima Penyampaian Salinan Model C1-KWK dan
o | lamgirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
o Mgdgllf’ KWIC Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih
7 | Model O7-KWK | Daftar Hacir Pemilih ¢i TPS - -
T_S_ﬂqc_jvl V5 KWK | Sabiran Dafiar Pe"l'llllh_I(‘;‘_tgp__[_P’ll ) - B
9 | Model &A4- KWK Saliran Dafiar Pemilih Pindahan (DPPh).
|10 | Model A5-KWK ~__ Surat Keterangan Pindah Memlllh  di TPS lain. o
~ 11 | Model A Th-KWK Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih  vang

memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektrenik |
ataa Surat Keterangan. '

B. Suret suara vang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru
coblos.

C. Formulir sesagaimana dimaksud pada hurul A, surat suara sebagaimana dimaksud pada
hurufl B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam
kotak suars deleun keadaan tersegel.

YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMIUNGUTAN SUARA

....................................................................................

-~’ arna Lengkap Nama Lengkap

*) Coret yang uda= psrou;
KHeterangan :
Formulir C4-KWK dibuat sebanyax 2 {duaj ~angkap, 1 'sati) rangkap untuk arsip KPPS



MODEL
C3-KWK

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020
TPS NOOT -0 oo
Desa/Kelurahan *) Sicowsssssmmsiemmma v g
Kecamalan e
Kabupaten : Lrobogan
Provinsi . Jawa Tengah
No ‘ Nama | Saksi Pasangan Calon / PIPL | Tanda tangan
1"’ | Nama Pasangan Calor | ..............................
|
|
S R S - _ i S _
| |
‘ 2 | Nama Pasangan Czlon ‘ .............................
| |
3 *PL/Pengawas TPS | ettt
|
N e g e

Keterangan :
*] Coret yang tidalk periu

Yang Menyerahkan
Ketua KPPS




SURAT PEMBERITAHUAN MODEL
PEMUNGUTAN SUARA C6-KWK
KEPADA PEMILIH

Bersama :mi aiberitahukan bahwa Kelompck Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang

Saudarafi .o e (WP ") Koo Urut dalam DPT @ ... » NIK/Identitas lain
................................... . untuk memberizan suara pade Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan
Tahun 2020 yang akan dilaksanskan pade :
Hari/Tanggul : RABU/ 23 SEPTEMBER 2020
Pukul : 07.00s/d 13.00 WIB
Tempat Pemungittan Suara (TPS) ' Nomor....... Desa/ Kelurahan ...................
Alamat
Tata cara pemberian suara : KELOMPOK PENYELENGGARA
- Coblos pada nomor urut atau foto PEMUNGUTAN SUARA
atau nama Calon KETUA
(e e )
Cat~tan :

-Sh‘l‘ét Pemberitahuan 121 dan KTP agar dibawa pada saat datang ke TPS.
-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahean dalaup memberikan suara.

--------------------------------------------------------- E g (S R o me mm oo o oo
Yang Mererima Nama Pemilih T W= (L/P#)
No. DPT . o AR
Diterima Tgl. soinssamansiasmaimsm
N
Nema Jelas

MODEL
SURAT PEMBERITAHUAN C6-KWK

FEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH

Bersama ini dibtritahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang

Saudara/i .......... ... it e ALP % Ko, Urut dalam DPT @ L.l , NIK/Ildentitas lain
..................................... untuk men'berl.xan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan
Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada :
- Hari/Tanggal ;. RABU/ 23 SEPTEMBER 2020
Pukul : 07.00s/d 13.00 WIB
Tempat Permnungutan Suara (TPS) : Nomor ......... Desa/ Kelurahan ..o
Alamat
Tata cara pemberian suara : '= KELOMPOK PENYELENGGARA
- Coblos pada nomor urut atau foto PEMUNGUTAN SUARA
atau nama Calon KETUA
b s S )

Catatan @

-Surat Pemberitahuar ini dan KTP agar dibawa pada saut datang ke TPS.
-Pemilih penyandang -acat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

e mrmmmmmm oot e ommoes e o oo gunting disini--------=-—- e PRSLEEEEEEPEEE
zhk Yang Menerima Nama Pemilih ) e Sorse o acsmseiends {L/P*)
HengImERY SRSt 8 No. DPT R
Diterima Tgl. ...
s R T S SR ) I I

Nama Jelas Nama Jelas



Nomor TPE
Kelurahan/Desa*)
Kecamatar.
Kabupa:en
Provinsi

: Jawa Tengah

DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PEMILTHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020

MODEIL C7-KWK
Halaman 1

|_ No B ~ No Urut ~ Jenis kelamin Keterangan ]
"“ | b2t | DPPh | DPTb Lk Pr
1.
i
8
| 4.
S. '
6. - |
| 7. e - B
8.
X i S S E—
o 1 NN S S ————— =
1. |
2. [ -
13| ] T —
e T |
A .
| 16.
[ 17, |
SEN |
o0
20. o il
2., . ] n |
22 | E' S — - ——— SIS i
2 _|
I | :
25. N s A T
26. | " ! -
ER - 1
LN L | |
29 |
“:3_'6___-"_—_ 7 = r
| JML Hebh iy Sl T

*) coret salah satu



MODEL C7-KWK
Halaman 2

No

No Urut

—_—

" DPTh

Lk ! Pr

Jenis kelamin |

Keterangan

31,

3

33.

345

33

36.

37

38.

39.

" 40.

41.

42,

43.

44,

45,

46.




MODEL CT-KWK
Halaman 3

No No Urut Jenis kelamin Ket 1
DPT DPPh DPTb | Lk Pr cterangan !

69.
70.
I71.
72.
7
74.
75,
[76.
77,
78,
79.
80,

l9l. |
92.
93.

95,
96.
97.
98.
59.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106,
[ JMLY| b o et ek el ] B




MODEL C7-KWK
Halaman 4

No No Urut : Jenis kelamin Keterangan
D2T | DPPh DPTb Lk Pr
107.
108. o .
e - _ SSU—
——— R R ) I S B
111.
112. |
113. o ' -
114, | o )
e S R I
116. | |
117.
| W18 §
119, |
120 [ -
121. -
122, |
123
e R
125. |
126.
127. | 5
128. o |
129, . J | |
130. | -
131. -
132.
133. |
134, | 1 - T
135. | -
136.
]37' = et SR s e e e e e ST
38, | | ] i |
139. D
140. |
| 141.
142,
143. -
144,
JML o




MODEL C7-KWK
Halaman S

No et

No Urut

Jenis kelamin

| DPPh

Lk Pr

Keterangan

145.

T

146.

147,

148.

149,

150.

151, |

152,

153.

154.

1 5

156.

L&

158

1399

160,

161.

162,

163.

164.

165,

166.

167.

168.

169,

170.

171,

172, [

173.

174.

L7 5,

176, |
177. |
178, |
179.

e e

18C.
181, |
182. |

§ IMEEHE

s

)




Hale:man 6

MODEIL C7-KWK

No Urut

Jenis kelamin

DPT

DPPh | [PTh

Lk Pr

Keterangan




MODEL C7-KWK
j Halaman 7

No Urut

DPPh

BPTh

Jenis kelamin

Pr

Keterangan

I




MODEL C7-KWK
Halaman 8

o _ ~ No Urut

Jenis kelamin

DPPh

D2Th

Lk Pr

Keterangan




MODEL C7-KWK
Halaman 9

No Urut

Jenis kelamin

DPPh

CPTb

Lk

Pr

Keterangan




MODEL C7-KWK
Halaman 10

No

No Urut

Jenis kelamin

)N

DPPh

LiETe

Lk

Pr

Keterangan

335.

336,

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

343.

346.

347,

348.

349,

350.

351.

352,

253,

354.

Siste

356,

357y
358.

356.

360.

e

361.

362.
363,

364.

3695.

366.

307.

369.

368, |

370.

371.

372.

| UML




MODEL C7-KWK
Halaman 11

— - No Urut
E DPPh

DPTb

Jenis kelamin

Lk 1

Pr

Keterangan




MODEL C7-KWK
Halaman 12

No Urat

Jenis kelamin

DPT | CPPh |

DFTh

Lk Pr

Keterangan




MODEL C7-KWK
Halaman 13

DPT

No Urut

Jenis kelamin

|
1

DPPh

DPFTE

Lk E"__Er

Keterangan

35




MODEL C7-KWK
Halaman 14

No Urut

“
]

Jenis kelamin

. DPT | DPPh

DPTb

Lk Pr

Keterangan

s
Go| GG
~]

I
o0

__!,‘-_.
s i

I

-
iz

—

o
A Y ol B o's)
0

442,

|
|
493, |

494,

495,

496,

497, |

498, |

44a,

5G0. |

S,

502,

503. | |

=T
B0, |

S

—_—— e rr———

S06,

507, |

08,

= G,

10,

o

515, |
516, | '
e e e

5¢L, | |

|

|

NSRS " . : I
vy |

| Siea ] |

|

i

533, |

|
524, | |
JML [ ]




MODEL C7-KWK
Halaman 15

No

No Urut

Jenis kelamin

CPT

DPFh

. DPTh

Lk

Pr

Keterangan

945,

526

227.

528,

529.

9a0;

531.

532.

533, |

534.

53 ox

536.
537.

538,

539.

540.

541.
o42.

ks

PP ") e

544.

545,
546,

547,

548.

549,

530,

ool

D g

SinG,

554.

55!

356.

537,

558.

550,

560.

961.

302.




MODEL C7-KWK
Halaman 16

Jenis kelamin

DP’b

Lk Pr

Keterangan




MODEL C7-KWK
Halaman 17

No
601,

No Urut

Jenis kelamin |

___DPT | DPPh _

|fis

Keterangan

602,
603.

604.
605,
6H06.

607.

| 608.

609,
610.

e

611.

612,

613.

614,

615.

616,

617,

©18.

619,

620.

621.

622,

623.

624.

625. |
626.
627.
628.




MODEL C7-KWK
Halaman 18

LPT

No Urut

Jenis kelamin

DPPh

CFTh

Lk Pr

Keterangan

)
o
o




MODEL C7-KEWK
Halaman 19

No Urat

Jenis kelamin

DPT

DPPh

DFTDb

L

Pr

Keterar.gan

NS () IS -




MODEL C7-KWK
Halaman 20

. NoUrut Jenis kelamin

|
__DPT | DPFh_| DPTDb Lk Pr Keterangan
D

-]
IR,
i) I

749, ] -
750. | |

751.

752.




MODEL C7-KWK
Halaman 21

NoUmtv | Jeniskelamin | S |
DPFh | DPT3 Lk | Ppr | Bt ]
| | !
! |
L
|
i i 1
| -
i
1
|
f T
|
|
! [
| |
| _ |
; i | :
| |
| |
| |
| |
i i
|
I
|




MODEL C7-KWK
Halaman 22

No Urut

DT

DPPh

DPTDb

Lk _ Pr

Jenis kelamin

Keterangan

Tanda Tangan
Ketua KPFS




BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA MODEL C-KWK
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM SATU PASLON

PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020

Pada hari in. Rabu tenggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh,
Kelompol  Penyelenggara Pemungutan Suvara (KPPS, mengadakan Rapat Pemungutan dan
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan “Wakil Bupati Grebogar. Tahun 2020, vang
dihadiri oleh Saksidan Pengawas Pemil:han Lapargan (FPL}/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungzutan Suara (TPS) : Nomor......... Desa/Kelarahan®) ; ... oeewaasmaesi v
Kecamatan Ly it « o ATEI 1 ¢+ o ST + ST » o s st TP
Kabupaten : Grobogan Provinsi : Jawa Tengah

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin olch Ketua KPPS dimulai pukul 07.00
walctu setempat dan berakhir pada pulkul 13.00 waktu sciempat dengan melakukan kegiatan :

- Mengumumkan DPT den membenkan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang
hadir.

. Pengucapan sumpah /jen) Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS,

. Membuka kotak suara dan menge.uarkan seluruh is: kotak suara.

- Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jurlah dokumen serta peralatan pemungutan dan
penghitun;an suara.

. Memeriksa dan menandatangant surat suara vang akan digunakan oleh gpemilih,

. Memberiken penjelasan kepaca pemihh mengenal proses dan lata cara pemberian suara di
TPS.

.ncow( —

o N

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulal pukal 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan

1. Menghtlung can mencatat juinlaht Pomilile yang meomiberikan suara berdesarkan salinan D2T,
OPPh, cdan DPFTD,

. Menghitung dan mencetat jumlah surat suara yang tdak digunakan,

Menghitung can mer.catat jumlali surat suare yang cikembalikan olen Pemilth karena rusak

atau keliru dizablos,
1. Menghiturg d: n mencatatl sisa saral suara cadangan,

. Menghitur.g dann mencetat jumlah surat suara yanyg digunakan vang berisi surat suara sah

dan surat sucra Ldal =ah.

FEN

_ KELOMPOK _REWELENGGAM.f.Erﬂ UNGUTAN SUARA
L. | 3] 4. _ 5. | &

_ _SAKSICALON

Nama Salesi: oo o Narma, Saksilesmeusmmrssaasmmnosiss

e e e e ————

*1 Coret yang ticak perlu



SERTIFIKAT HASIL PEMGH . TYNGAN MFEROLEAAN SUARA D1 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEILILIHAN BUPATI PAM WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

MODEL C1-KWK
SATU PABLON

LOGO HOLOGRAR:

Termpat Pemiuagian Soars T ' R [Ny PN THE.E TV
ecamatin loatruprame iy Lirabbogsin
Provins o Tengih
I. DATA PEMILIH DAN PEHG-IUNAAN HAK PILIH
N, URAIAN LAMI.LAKI PEREMPUAN JUMLAH
| Fl J 4 5
FLE LiaTa PEMILLE
1. Pemilib vere sz dakam Uallan Peoulity Telagpe 11071
2 Pemulib teec allar koo Lltac Pemilil Pinclaan [P
3 Femilin P Zac Femiliy Tarsiealian (DFTH) S 2e ngguse kF Eleklzonik atau
Bural heterar. gan
4. dumlah Po=iilaby e 0
B [MENGGUMA AL LI
T Feitggtnte ok gd Lo badags Daaltan Veradib Tetige 11T
2, Penggueie Bk e b el Dadtr Pemalib owaosan B0 Ty
3 Penpguna kg4 b Lo B g eomahiby Tonilsa e (10T
peipgant b T Rk reb i Bural e radngiin
oJambinh sl e e geenin sk 1Ml (10204 |
1 1
1L DATA PENGGUNAARN 511417 SUARA
NO. URAlAN JUMLAH
1 2 3
1 Jumlak surn ! suice vaoe dderima etmnguli codangmoa &2 {2 = 3+ 4]
b dvem il st soaer o saolidikuy olet pennlit, Keverva rusacfReira calilog
2 umlind sl it vy telalodganaknm
4 Aumhel s s g clyrurankant
1. DATA JUMLAH SUALa S50H DAN TIDAK Sakl
NO, URAIAN JUMLALL
1 & 3
1 wmld Buar Hab
2 Jumdal Boee . Teew
3 dunmiih See Sae alade Pelak Sale gl =2y
IV, DATA BEMILIH DISAUILITAS/ PENYANDANG CACAN
NG, URAIAN LANI-LAKE FEREMPWAN SJUMLAH
1 ] ¥ | El =3
! by e s s s penyanliog e
4 Jubadn Pem Bzt alas e rvanding Cinc ¥ T ECEs InRsant Fak pihl
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
e e e ]
1. , 2, 3. - 3. G. 7.
=i
________________ [
|
|
|
|
1
1 S i
B SAKSI
|
Naimma i




DALAM PCMILIHAN EUPATI DAN WAZIL BUPATI OROBUGAN MODEL C1-KWK SATU
TAHUR 230 - PASLON )

@ RINCIAN HASIL PENSHITUNGAN PERCLEHAN tUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | LAMPIRAN
id. B berduaarkan datn K41 J1KWH Tuno)

LOGO HOLOGRAN

FNic s Mool SR e Dzsa /el 2o ahan )
[ERITRTIT I, SR A Aibupi = - Grobugan

o Jawa Ter s

NAMA -ZALON BUARA EAH

NAMA PASANGAN CALOX

KOLOM KOSONG

JUMIAH SELURUI SUARA SAH }

JUMLALD SELURVEC 3UARA TIEAK SAH

KELOMPCK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

— T, 5 [ - 2
e S 3. S, S — i : NS S : —
| _

_ — - —
8 |
Tanda Tangan
| B, e s -

o I . RAKSIL
-[ Nama |7

|

[




CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT FPEMUNGUTAN SUARA .
DALAM PEMILIHAN DUPATI DAN WAHIL BUP AT GROUDGAN MODEL C1-KWK PLANO
TAIUN 2020 SATU PABLON

TS BRI s vpvman e Prea Sl Za iy ¥l i .
INTI BT Giroboy,
Prawins davwis Tenpah
Rinecian Peroleban Suaca famluh
NAMA PASANGAN CALUN Tiup Jusnlabh
T T = 2 - 3 = Y Duris
L - I | =+ | R 5] 7 i L ik 11 12 | 17 14 15
T H
o 1 E (ehitules rlengan
T _i I | { L | i harty
NAMA PASANGAN CALON ' B | N -
— — i L. = 5
B! TP S — B
i | |
| e ST e LSt | SN B M o SETEIN SRR | SUNSSIS] ARRRIRTY. LTI (ST SR
1
1 1 . L X o
| ! | ! P
i | |
- |
I
...... !
() A RN | PR A== s i BEw
= | TR, PeTTr | PUURIEI PRSP, ey - " " . E—
'l | | I felital s dengan
|" b T ] hiiruf]
KOLOM KOSONG I_ ! _ | ]
| | 1
..... .
L :
BT EE ! s |
—y }
1

JUMLAH SELURUH 3UARA 3AH | ‘

pelihifis deagein i)

SUARA TIDAK SAl =

.....  EEPISSE (N 1
el s desgat Buind)
DATA JUKNLAH SUAKA SAH DAN TIDAK 51l
b |dumbal Selueal S sy o o fehitudis degeen Huneg)
2 |uJudah Soari Tidak Sal : : il de gL R
S I | :
3 [Jupilail Soewi S3al o Tadak sos (eitiatia g hiiiL

k'/ HELCMPOH PENYELENGOARS PEMUNGLTAN SUARA

Mo, Jubutun Numa Lepghap | Tande Tangen
1 IS et | b ot as
= | B e
Z Angautit o L | B B i,
o T B U
] Mg | B o
SRS e e e S A A 5 et o o ] s e i
4 Mgl ] -
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5 SNl O 1. S .
B OO O Ry i = o 1. S >
I
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SAHSL

b ST RN T Pusungan Calon Bupntl dan Wakil Bugpetd Tunda Tungun |
R e s it g e e e rremer e |
| |
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MODEL C2-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS SATU PASLON
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor....,....ooooi Desa/Kelurahan *) ...
Kecamatan T e e s s RabUpaten : Grobogan
Provinsi s Jawe Tengan

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberazan cleh Saksi sebagal berikut **) :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KPPS,
KEBERATAN KETUA

*) Coret yang ticdak pzrlu

Keterangan :
1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua

KPPS pada hari pemungutan suars.



MODEL C3-KWK
SATU PASLON

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tanggal/Bulan/Tahun Lahir

AlAEAt 00l e e A e S T R s R
Atas permintaan pemilih
o
N EN S o R O U PRSP R
Nomor Urut DPT/DPPR/DPTh *): ..o TPS 2 NOMIOE o oiiitieriiriioervrenes e iesa s ircent e ranans

........................................................................................

Desa/Kelurahen *)

Menyatakan bersedia membantu mendampingi psmilih tersebut dalam memberikan suara pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupuati Grobogar. Tahun 2020 dan bersedia menjaga kerahasiaan

pilihan pemilih yang bersangkuatan.

Demikian surat pernyataan ini dibual dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari

terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

&S GRS e s s s R ramm—
Mengetahui
Ketua Kelompok Penyelenggara Yang Membuat Pernyataan
Pemungutan Suara

Keterangan

*] Coret yang tidalk perlu.



MODEL
C4-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampuan Berita Acara Kepada
Zemungaten Suara dan Yth, Ketua PPS ...
2enghitungan Suara di TPS. di -

Bersama ini clisainpaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan

suara di

Tempat Pemungutar, Suara (TP‘S NOmer vy Desa/Kelurahan *) @
Kecamatan e Kabupaten : Grobogan

Provinsi Jdu a Tengah

Dokumen dalam peclaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan
suara, terdin dari :

A
N

‘_l;ﬂoclel C-KWK SATU FASLCN | Berita Acara Pemungutan dan Pcnghitungan_”

. Sucra di TPS.
; | Model C1-KWX SATU PASLCN | Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
‘ | Berhologran TPS. |
_ | Lamiran Model C1- 1-KWK SATU | Rincian Heasil P-.,n;_,hltungcm Perolehan Suara Suh |
| | PASLON Berhologram | Pasangan Calon.
2 [ Model C1-kWX PLANO SATU “ Catatan Hasil Peng.,]utun{jdn Perolchan Suara di |

|____.. PASLON Berhologram TS, -
‘ 3 Model C2-6WX SATY PASLEN ’(,atzltcln Kejadian  Khusus dan/atad Keheratan
| i | Saksi dalam Pclaksanaan Pemungutan dan
'L___ 3 | Penghitungan ! Suara di TPS.
4 Mo:iel ';’2 lx_WF( SATU PASLCN Surat Pernyataan 1 Pendamping Pemilih.
5 | Model C5-NWK SATU PASLCN | Tanda Terima Penyampaian Salinan Model C1-
KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK
s . kepada Saksi dan PPL. |
6 | Model Ch-KWK SATD PASLCN | Surat Pemberitahuan Pcmungutan Suara ktpadcl
I _Pemilih.
[ Model C7-KWK SATU PASLCN | Daltar Hadir Pemilih di TPS

3 _M_Uy_lgl_f_\g leK' - 'Salnan Daftcu P(.I‘I'll!lh T (._t_clp (DP’I‘)

9 | Model Ag-KwWiK ___" Salinan Daftdl Pemilih Pindahan (DPPh}. -
10 | Model AS-KWK i_%urdt Kelerangan Plll(ldh Memilih di TPS lain. |
11 | Model A b KWK ' Daltar Pernilih Tambahan (DPTh) osagi pemilih |

| yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan
| | KTP Elektronik atau Surat Keterangan. |

Surat suara yang digunakan, sura: suara tidak digunakan, dan surat suara ruqak/keh“u
coblos.

Formulir schigzimana dimaksud pada huruf A, surat suara scbagaimana dimaksud pada
hurut B, serta alal kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam
kotak suara dalem keacaan tersegel.

YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA
KELOMPOK PENYELENGGARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA

Nama Lengkap Nama Lengkap

*) Coret yang tidak pur.u;
Keterangan :
Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 [dual rangkap, | (satu) rangkap untuk arsip KPPS



MODEL C5-KWK

] SATU PASLON

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN

PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020
TPS S NOIMIOT ceiiiiei e e
DesajKelurahan *)  § soonpesmieas wisiesssignysammmms
Kecamatan R A A s
Kabupaten : Grobogar.
Provinsi : Jawa Tengah
No Nama ‘ Saksi Pasangan Calon / PPL Tanda tangan
o | |
[ _ Nama Pasa~gan Calon | ...
| o B o L
| |
3 Ii .................... PEL/Pengawas TPS P Ty
. |
‘ |
|
| S |
Yang Menyerahlan
Ketua KPPS
|

Keterangan :

¥} Coret yang tidak perlu




SURAT PEMBERITAHUAN MODEL C6-KWK
PEMUNGUTAN SUARA SATU PASLON

KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang

Baudara/i ..o e (L/P * No. Urut dalam DPT : .. ... , NIK/ldentitas lain
...................................... untuk memkerikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat Grobogan
Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal i RABU/ 23 SEPTEMBER 2020
Pukul o 07.0Ds/d 13.00 WIB
Tempat Fernungutan Suara (TPS) © Nomor ......... Desa/ Keluraharn ...................
dlEmm&ER b G g 20 T TR TR e e el e o1 o oo Bgernens Sepmsraigg st
———
Tata cara pemberian suara : | KELOMPOK PENYELENGGARA
- Coblos pada nomcr urut atau foto | PEMUNGUTAN SUARA
atau nama Calen | KETUA
(e |
; tan ;

-Surat Pemberitabuears ini dan KTP agar dibawa pada saat datang ke TPS.
-Pemilih penyandang <acat diber: kernudzhan dalam memberikan suara.

—————————————————————————————————————————————————————————— e A AT LY
Yang Menerima Nama Pemilih e v/ P ¥)
No. DPT ¥ sy SR s
Diterima Tgl. ey tyuss
T |

SURAT PEMBERITAHUAN Msig‘%bpig:(gqri
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH

Bersama ini doberitalhiukan bahwz Kelompok Penvelenggara Pemungutar. Suara (KPPS) mengundang
Saundara/i ... {L/1? 7] No. UruL dalam DFI : ... , NIK/ldentitas lain
. untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan
Tabun 2020 yang akun dilalesanakan pads .

(2

[Hari/Tangga) : RABU, 23 SEPTEMBER 2020
Pukul 0 07.00s/4d 13.00 WIB
Tempat Pemurgutan Suara (1TPS) ¢ Nomor ... Desa/ Kelurahan .o
Alamat £
Tata cara pemberian suara : KELOMPOK PENYELENGGARA
- Coblos pada nomor urut atau foto PEMUNGUTAN SUARA

atau nama Calon KETUA

Catatan :

-Surat Pemberilalivar ini dann KTP agar dibawa pada saat datang ke TPS.
-Pemilih penyandang cacal diberi kemudahan dalam memberikan suara.

= Fo LT L S aaheba R . .-
Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih S vivieiieen LA PY)
Ne. DPT P s e
Diterima Tgl. ..o
(et ee e e e b Do )

Nama Jclas Nama Jelas




MODEL C7-KWK
SATU PASLON

DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS Halaman 1

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

Nomor TPS R SR
Kelurahar./Desa*) @ .o,
Kecamatan A R
Kabupaten : Grobogan

Provinsi cJawa Tengah

o MoUmt | Jeniskelamin Bateramaan
. ____w.____m?’l‘ [ peen [ pPTe | 1k [ Pr =
1 | |

- t | ]

T EE—

3= | .
e
- I
g N b —
l._. L S I I R !
= I |
i éﬁ - | S i Y =
E
0. | T 1 1 - a o
1. | 2 ' a
| 12

| 23¢ B N -

g L T T A - o
25, Y T | - o
:_25 : - ___I___‘___ E , - R S L S
T S R A A i
23, |

i"z_a._"_' a I

30 | I o

ILJI*IE ) ‘




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 2

No Urat

Jenis Kelamin

No OPT

DPFh

PG Lk Pr

Keterangan

31

32

60.




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 2

No

No U-at

Jenis kelamin

DPT

' DPFh CPTh

Lk Pr

Keterangan

T,
3.

49. |
50, |

> Iy

60.

CJML

s
B




MODEL C7T-KWK
SATU PASLON
Halaman 4

Mo Mo NoUrgt T Jenis kelamin | S 1
DPT | DPFh | DPTH Lk | pr i !
__bero DI . ]
|

o7 | | ! | T

111 ,_- R
112, | ?
112, |

119. | - T
120, | | ) )

121, |
122, | I ]
123, | I I ’
124, | o |

1285, f |

126,

27 | T o ) B .
8. | T o __
129 1 . '
130, | | RN

131 D i S
REE R | B )
133, I | | ]
e | * |

RS .

[136. ; e R
137. | o B

138. |

136 - | .
NEIO '1 i ‘ N -

141, | 1 T o i ]
142, | T f - - ]
142, | - ]
144, T . l
JML -




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 5

. DPT | DPER

DPTE

_Jenis kelamin

L.k

Pr

Keterangan

'|
|

|
l
|
|
|




MODEL C7- KWK
SATU PASLON
Halaman 6

=z
<
T
|
7

No Urat

Jenis kelamin

DPFh DPTb

Lk Pr

Keterangan

i) M B




e e

No - L)P'T

~ No Urut

MCDEL C7- KWK
SATU PASLON
Halaman 7

DFPh

DPTh

Jenis kelamin

Pr

Keterangan

221

222,

293,

24, |

225

226x |

2275




MODEL C7T-KWK
SATU PASLON
Halaman 8

No l_ j No Urut Jenis_g_gl_amin = Keterangan
. LDPT | DPPL DPTh Lk Pr .

| 281. |




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 9

No Urut

Jenis kelamin

No | TEPr ]

DPPh

DPTbH

Lk |

Pr

Kcterangan

S




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 10

DET |

No Urut
DEPh

4

k1
Tl

Lk

Jenis kelamin

Pr

Keterangan

2

SR T ——— _.__‘i.-_.........__...._lj___._._




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 11

~ No Urut

Jenis kelamin

DPFPh

2PTo

Lk

Pr

Keterangan




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 12

~No Crut

Jenis kelamin

DPPh

DPTb

Keterangan

Lk | Pr |




MODEL C7T-KWK
SATU PASLON
Halaman 13

No ~ NoUrut Jenis kelamin | Keteranss
CPT DPPh DPTH s Pr eterangan

453. T

454, | | -

455.

456. |

457. E

4s58. | B

459. | )

460. - |

461, | T N

462 | | |

463. | I o B R
a64. | | o N
465,

-

467. |

468. |

469. ||

a70. | |

471 | | R o
472.

a73. | 1 _'_'_ - T

4??‘——[——' e —~- —— e SSRE .
478, | o !

ag2. | o
483. |




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 14

No Urut

Jenis kelamin

DFPh

DFTh

Lk Pr

Keterangan




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 15

No Urut

Jenis kelamin

DPFa1 | DETE

Lk Pr

Keterangan

— T -~ I
s |
_ | |
B SE— - .

e
T
<=

TR B R ThE




BT

MODEL C7-KWK

SATU PASLON
Halaman 16

No Urut

Jenis kelamin

OPPh

DPTh

Lk | Pr

Ketzrangan

B

e e




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 17

No Urut

Jenis kelapmin

~ DPPh

DFTh

Lk

Pr

Keterangan




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 18

No Urut

Jenis kelamin

DPPA

DPTh

Lk Pr

Keterangan

6506,

657.

658,

659,

661,

660. |

662,

663,

665.
666,

664, |

H67.

668,

669, |

670.

671,

672.

67 3,

674,

675.

676.

§ OMLEE ¢




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 19

- No Urut

Jenis kelamin

| DPPh

DPTh

Lk

Pr

Keterangan




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 20

o No LTrLlL

Jenis kelamin

DPPh

DPTb

Lk

Pr

Keterangan

—




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 21

Mo | o NoUruw " Jenis kelamin | Sl |
DPPh D2Tk Lk Pr g
i
7
] e e — __,rl
S _i e e e

T e o =1
e e e S : NSRS R | (e o R 1

I._ —— P A S RP— N PN P S O P A P ST S W = PR T Er S St T WV P s E e e




MODEL C7-KWK

SATU PASLON
Halaman 21
No Urut Jenig kelamin . . s
DPPh | DPThb Lk Pr &

Tanda Tangan
Ketua KPPS

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd
Salinan sesuai dengan aslinya AGUNG SUTOPO
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

,&Q |
YUDHAVISKA A.S




MODEL C7-KWK
SATU PASLON
Halaman 3

| o
No | —Dppr

~ No Urut

Jenis kelamin

DPPh DPTh

Lk ' Pr

Keterangan

—— e

86.

9L

93,

94,

| 95.

96,




